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BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 dan PMK No
42/PMK.05/ 2021 maka Perly menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas
kepada Aparatur Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 2
memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Tahun
2021 kepada Aparatur Negara.

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembarang Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembarang
Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomorr 47, Tambahan Lembarang Lembarang Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD

Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Nomor 5);

- Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Penjabaran APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Nomor 60);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TETANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA
APARATUR NEGARA, PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN

TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

—

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Bupati adalah Bupati Bone.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan
yang menentukan Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonomi.

4. Pegawai Negeri Sipil,yang Selanjutnya disingkat PNS adalah warga
Indonesia yang memenuhi sarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara Tetap oleh Pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintah.

S. Pejabat Negara adalah :

a. Bupati dan Wakil Bupati
b. Pejabat Lainnya ditentukan oleh Undang-Undang.

7. Penerimah Pensiun adalah:

Pensiun PNS;

Pensiunan Pejabat Negara,;

Penerima Pensiun janda,duda,anak dari Penerima

Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas:
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BAB I

MEMBERIKAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas
Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan
Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3
(1) Aparatur Nagara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri
atas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;

c. Pejabat Negara.
(2) Pejabat Negara terdiri atas:
a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. Bupati/Wakil Bupati:
(3) Pensiunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:
a. Pensiunan PNS; dan
b. Pensiunan Pejabat Negar.
(4) Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(5) Penerima Tunjangan terdiri atas:




(2)

(1)

a. Janda/Duda, Anak, atau Orang Tua Penerima Tunjangan
tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji
terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia
atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan
tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PN S;

b. Janda/Duda atau Anak Penerima Tunjangan tambahan
penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan
dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat Negara yang
meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian

tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda
PNS;

Pasal 4

Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Padasaat Peraturan Pemerintah mengenai  pemberian
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur
negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima
tunjangan tahun 2021 diundangkan, telah melaksanakan
tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus
paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan
atau penandatanganan perjanjian kerja;

C. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; dan

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau
telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum

melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus

menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau

Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang
memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud
telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau
Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
surat  keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK,
Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya
dan/atau pangkatnya.
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(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan  gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan
sebutan lain.

(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau
dengan sebutan lain.

(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai
tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau
dengan sebutan lain.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi
tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan
tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS Terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga;

C. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan umum,

sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan

Penerima Pensiun terdiri atas:

a. pensiun pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

(2) Pensiun Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang pensiun pokok.

(3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang pensiun pokok.

(4) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai
tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pensiun pokok.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a. Tunjangan kinerja;

b. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;

c. Insentif kinerja;

d. Insentif kerja;

e. Tunjangan  pengelolaan arsip statis  bagi PNS di

lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
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(2)

(1)
(2)

(2)

(3)

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi;

Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan bagi pegawai negeri
di lingkungan Badan Search AndRescue Nasional;

Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam
Penyelenggaraan Persandian;

Tunjangan pengamanan Persandian.

Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau
tunjangan kehormatan;

Tambahan penghasilan bagi guru PNS;

Insentif khusus;

Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat
tinggal di daerah terpencil;

Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan
Pasal 9 yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar
ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural,
tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan
dengan tunjangan jabatan bagi PNS , tunjangan jabatan pejabat
negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
Hari Raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat
dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan
setelah bulan Juni.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana
mestinya.

Pasal 12

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari




(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

Rayayang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang
nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau
sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur N egara sesuai
ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari
Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan
Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS

Pasal 13

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.

Khusus untuk Lembaga Non structural yang bukan merupakan
satuan kerja, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan
pada DPA kementerian negara/lembaga/satuan Kerja induk
Lembaga nonstructural

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui
penerbitan SPM langsung oleh Kepala SKPD ke rekening Penerima.
Kepala SKPD Mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji
Ketiga Belas kepada BKAD/Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sIsa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas ke
kas negara.

Penyetoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai system penerimaan negara secara elektronik.

Penyetoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana
pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS
yang bekerja pada Pemerintah Pusat, yang mengalami mutasi
pindah dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari




Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum
dibayarkan.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi
pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau
Gaji Ketiga Belas PNS, yang belum dibayarkan oleh unit instansi
asal.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.
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